
SALINAN 

NOMOR 13/2014 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR   8  TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MALANG                

NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

DAERAH DAN STAF AHLI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan 

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah, Walikota dalam 

melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli 

paling banyak 5 (lima) staf ahli; 

b. bahwa di Pemerintah kota Malang telah ditetapkan  

3 (tiga) staf ahli sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan 

Staf Ahli ; 

c. bahwa agar pelaksanaan tugas Walikota dapat 

berjalan lebih efektif dan efisien, perlu menambah 

jumlah staf ahli; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5   

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dan Staf Ahli; 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, 

Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah 

Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4741); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 

Peraturan Perundang-undangan; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57                  

Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 56 Tahun 2010; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1                  

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang            

Nomor 57); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 

dan 

WALIKOTA MALANG 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan     : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2012 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN STAF AHLI. 

 

 
Pasal  I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5     

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai  

berikut : 

“Pasal  28 

 

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan dan analisa 

kepada Walikota mengenai masalah penyelenggaraan pemerintahan 

daerah sesuai dengan bidang tugasnya”. 

2. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai  

berikut : 

“Pasal  33 

 

Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari : 

a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik; 

b. Staf Ahli bidang Pemerintahan; 

c. Staf Ahli bidang Pembangunan; 

d. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia; dan 

e. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan”. 
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Pasal  II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kota Malang. 

 
Ditetapkan di Malang 

pada tanggal  19   -   6   -   2014           

 
WALIKOTA MALANG, 

 

ttd. 
 

MOCH. ANTON 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal      7   -   8   -    2014 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

ttd. 

SHOFWAN 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 15 

 

Salinan sesuai aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 
 

TABRANI, SH, M.Hum. 

Pembina 
NIP. 19650302 199003 1 019 

 


	Dengan Persetujuan Bersama

